SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

. a.

LS

WALIKOTA SURABAYA

bahwa untuk menunjang pembangunan di Daerah maka
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periu ditingkatkan dengan
mempercepat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan ;

bahwa untuk menunjang kelancaran penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyampaian SPPT-PBB di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, periu
menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan .

. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar daiam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa
Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah
diubah dengan undang - undang Notor 2 Tahun 1965 ;

. Undang - undang Nemor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan, yang telah diubah dengan Undang - undang Nomeor 12
Tahun 1994 ;

. Undang - undang Nomeor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan

Daerah ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemeriniah
Pusat dan Pemerintah Daerah ;

. Keputusan Menteri Keuangan Nomor | 480/KMK.04/1985 tentang

Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, yang
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
83/KMK.04/2000



Menetapkan :
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8. Peraturan Daerah Kotz Surabaya Nomer 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya ;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang
Organisasi Kecamatan dan Keiurahan Kota Surabaya .
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG PAJAK BUM! DAN BANGUNAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal {
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya ;

N

Pamerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
Kepala Daerah, adalah Waliketa Surabaya ;

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;

U

Kepala Dinas Pendapatan, adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota
Surabaya ;

»

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disebut KP.PBB, adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi danh
Bangunan Surabaya Satu, Dua dan Tiga ;

7. Cabang Dinas Pendapatan adalah Cabang Dinas Pendapatan Kota
Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat dan Pusat ;

8 Kepala Cabang Dinas Pendapatan adalah Kepala Cabang Dinas
Pendapatan Kota Surabaya Utara, Seiatan, Timur, Barat dan
Pusat ;

©

Koordinator Kecamatan yang selanjutnya disebut Korcam, adalah
Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang bertugas pada Kantor
Kecamatan untuk melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT
- PBB dan pemungutan PBB di Kecamatan yang bersangkutan ;

10. Koordinator Kelurahan yang selanjutnya disebut Korlur, adalah
Petugas Cabang Dinas Pendapatan yang bertugas pada Kantor
Kelurahan untuk melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT -
PBB dan pemungutan PBB dalam Kelurahan yang bersangkutan ,
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1. Camat, adalah Kepala Kecamatan di Kota Surabaya ;

turah, adalah Kepala Kelurahan di Kota Surabaya ;

. Rukun Tetangga /Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT/RW,
adaiah Rukun Tetangga / Rukun Warga Kota Surabaya ;

SPPT — PBR, adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan ;

. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak — Pajak Bumi dan Bangunan
yang seianjutnya disebut DHKP — PBB, adalah daftar Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan vang memuat homor urut, NOP, Nama dan
Alamat WP - PBB, besarnya ketetapan per RT/RW/Blok ;

. Wajib Pajak-Paiak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut
WP-PBB, adalah Orang pribadi atau Badan yang menanggung
heban atas Pajak Bumi dan Bangunan .

2AB H
PERSIAPAN

Pagat 2

Penyampaian SPPT - "BR o¢leh Tim Penyampaian SPPT - PBB
kepada Wi - roo dilakuican tepal waktu, yaiiu pada tiap awal Tahun
Anggaran ;

(2) Jangka waktu penyampaian SPPT - PBB oleh Tim Penyampaian

3

M

SPPT - PBE seiama-lamanya adaiah 15 (lima beias) hari unituk
SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,-
{ima jula rupian) Keletapan buku 1| sampai dengan buku iV,
terhitung sejak tanggal SPPT tersebut diterima oleh Lurah ;

Jangka waktu 15 { lima belas ) hari sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah :

a, termasuk hari Sabtu dan Minggu / tibur .

b, iam keria mulai dari puku! 07 .00 ¢/d 20.C0WIB .

Pasal 3
Untuk menyampaikan SPPT-PBR di tiap-tiap Kantor Kelurahan :

a. dibentuk POSKO sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT-
PBB ;

b. dibentuk Tim Penyampaian dan Pengawas Penyampaian SPPT -
PBB dennar susu:.an keanggotaan sebagaimana dinyatakan
dalam Lampiran Keputusan ini.
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{4)

Atas penyampaian SPPT - PEE dengan ketetapan bukuy !
sampai dengan buku iV pada tahap 1 sampai tahap 2 sebagaimana
dimaksud dalam pasal § ayat (1), diberikan bantuan honorarium
untux tiap lembar struk SPFPT - PBB dengan ketentuan sebagai
berikut

a. Ketua RT, sebesar Rp. 350, (tiga ratus lima puluh rupiah) ;

b. Ketua RVV, sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah} ;

¢. Tim Penyampaian SPPT . PBB masing-masing sebesar
Rp. 175,~ (seratus tujuh puluh lima rupiah) ;

d. Tim Pengawas Penyampaian SPPT - PBB masing-masing
sebesar Rp. 150.- {seratus lima puluh rupiah) .

Atas penyampaian SPPT-PBB dengan ketetapan di atas
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketefapan buku V diberikan
biaya operasional sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
tiap tfembar strik SPRT-PBB .

Bantuan henorarium sehagaimana dimaksud pada ayat {2)
didasarkan pada struk SPPT - PBB yang diterima oleh Tim
Penyampaian SPPT - PBRR berdasarkan Keputusan ini.

Membebankan bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB I
PENERIMAAN SPPT - PEB

Pasal 4

Cabang Dinas Pendapatan meneruskan kepada Lurah dengan
berkoordinasi dengan Kecamatan di Wiiayahnya masing-masing
SPPT - PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,-
(ima juta rupiahj, ketetapan buku | sampal dengan buku iV
selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal tanggal
penyampaian SPPT - PBB kepada WP - PBR ;

Kanter Pelayanan PBB menyerahkan SPPT - PBB kepada Cabang
Dinas Pendapaian dengan ketetapan di atas Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) ketetapan buku V sslambat-lambatnya 1 (satu)
hari sebelum jadwal tanggal penyampaian kepada WP-PBB :

Penerimaan SPPT - PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dibuat Berita Acara Penerimaan dengan formulir Model Sek. PBB.
03;

Penerimaan SPPT - PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir
Model Sek. PBB. 04 ;



(5) Berita Acara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

6}
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ayat (4) dibuat rangkap 6, dengan peruntukan sebagai berikui :

lembar 1, untuk KP - PBR

lembar 2, untuk Kepaia Dinas Pendapatan

. lembar 3, untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
ietmbar 4, untuk Camat

. {embar §, untuk Lurah

mc 0w

Tim Penyampaian SPPT - PBB memilah SPPT - PBB dimaksud pada
ayat (3) per RT/RW /Biok daiam Dafitar WP - PBB, uniuk
memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT - PBE kepada
para WF - PBB.

BaB vV
PENYAMPAIAN SPPT - PBR

Paszal &

SPPRPT — PBB dengan ketetapan sampai dengan Rp. 5.000.000,-
{ima juia rupiah) ketetapan buku | sampai dengan buku IV,
disampaikan oleh Tim Penyampaian SPPT - PBB melalui tahapan
sebagai berikut

a. Tahap

SPPT - PBB diambil sendiri oleh WP - PBB atau kuasanya
dengan membawa SPFT - PBB fahun sebeiumnya atau KTF di
POSKO Kantor Kelurahan setelah mendapat pemberitahuan dart
Lurah dalam waktu 5 (lima) hari.

b. Tehap 2

Apabila setelah tewat waldu S (ima) hari sebagaimana dimaksud
pada iahap i, WP - PBB belum juga mengambii SPPT - PBB,
maka SPPT- PBB tersebut disampaikan ke WP - PBB yang
bersangkutan oieh Tim Penyampaian SPPT - PBB melalui para
Ketua RT/RW disertai Daftar WP - PBB dengan Betita Acara
Penorimaan, sehingge dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari,
SPPT - PBB dimaksud sudabh harus diterima oleh masing -
masing WP - PBB,

Penyampaian SPPT - PBB tahap 1 dan 2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan serentak dalam suatu Kecamatan setelah
ditakukan penelitian dan penghitungan ulang ;

Pasal &

turah mengembalikan SPPT - PRB yang tidak dapat diterima atau
disampaikan pada tahap 1 dan Z sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 5 kepada KFP - PBB melalii Kepala Cabang Dinas
Pendapatan dengan Berila Acara Pengembaiian SPPT - PBE ,
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Wajib Pajak — PBR yang belum menerima SPPT — PBB dapat
memperoieh pada .

a. Kantor Pelayanan PBR Surabaya Satu, untuk objek PBR
wilayah kerja Cabang Dinas Pendapatan Surabaya Pusat dan
Barat .

b. Kanter Pelayanan PBE Surabaya Dua, untuk objek PBR wilayah
kerja Cabang Dinas Pendapatan Surabaya Timur dan Utara .

¢. Kantor Pelayanan PBB Surabaya Tiga, untuk obiek PBB wilayah
kerja Cabang Dinas Pendapatan Surabaya Seiatan .

BABY
BUKT! PENERIMAAN SPPT - P8R

Pasal7

Sehagai bukti bahwa WP - PRB telah menerima SPPT - PBE, maka
struk SPPT - PBB harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
kuasanya (kuasa perorangan) dengan mencantumkan secara jelas
nama dan tanggai SFPT - PBB diterima ;

Struk SPPRT - PBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada

pada bagian bawah SFPT - PBB, seianjutnya disampaikan kepada
Tim Penyampaian SPPT - PBB ;

Tim Penyampaian SPPT- PBR menghimpun struk SPPT - PBB yang
diterima dalam dafiar Rekapituiasi penyampaian SPPT - PBB untuk
selanjutnya disampaikan oleh Lurah kepada KP-PBB melalui
Kepaia Dinas Pendapatan ;

Pengiriman struk ke KP-PBB dilakukan setiap hari Senin dengan
menggunakan formuiir penyerahan siruk modei SEK.PBB 07 yang
dibuat rangkap 3, vaitu sebagai berikut ;

a. lembar 1 untuk KP-PRB
b. lembar 2 untuk Kepala Cabang Dinas Pendapatan
¢. lembar 3 untuk iurah.

BAB VI
JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

Pacal 8

Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB dicantumkan dalam SPPT -
PBEB ;

Tangga! jatuh tempo pembayaran PBB tidak berubah/ tetap
beriaku sebagaimana dinyatakan daiam SPPT - PBB, meskipun
tidak diambil / diterima pada periode penyampaian yang ditetapkan ;
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(3) Pembayaran PER danz ., dilskukan pada Bank tempat pembayaran
yang ditunjuk atau pada tempat pembayaran PBB di Daerah.,

Lurah Wajib menyampaikan iaporan tentang hasil penyampaian SPPT -

PBE pada tiap akhit tahapan kepada Kepaia Dinas Pendapatan,
dengan tembusan disampaikan kepada :

. KP-PBR
. Kepala Cabang Dinas Pendapatan
Camat.

'0." b =

Pasal 10
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Surabaya
Nomor 10 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian
SPPT - PBB di Kota Surabaya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11
Keputusan ini muiai perlaky pada tanggal ditetapkan
Agar setfiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Wailikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Surabava.

Ditetapkan di Safabaya
pada tanggai U6 Aprii 2004
WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

......................
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Diundangkan di Surabaya
Pada tanggai 12 Aprii 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
ttd
SUKAMTO HAD!
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 1/B
Salinan sesuai dengan aclinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

v

HADISISWANTO ANWAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 13 TAHUN 2004
TANGGAL . 06 APRIL 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYAMPAIAN SPPT — PBB
DAN PENGAWAS PENYAMPAIAN SPPT - PBB

KEDUDUKAN DALAM TiIM

JABATAN DALAM INSTANSI

_3>

()]

Tim Penyampaian SPPT —
PBB

Ketua
Sekretaris

Anggota

. Tim Penhgawas Penyampaian

SPPT - PBB
Pembina
Pengaranh
Keiua

Wakil Ketua |
Wakil Ketua i

Wakil Ketua [l
Wakil Ketua IV

Sekretaris
VWakil Sekretaris |
Wakil Sekretaris !

Wakil Sekretaris {i!

Bendanhara
Wakii Bendahara

Anggota

i
_i_
i
:
!

Lurah se Kota Surabaya

Staf Cabang Dinas Pendapatan (Koriu )

i Petugas dari  Kantor Kelurahan se Kota
Surabaya.
3 (tiga) Petugas dari Cabang Dinas Pendapatan

tiap Kelurahan.

Walikc®a Surabava
| Sekretaris Daerah Kota Surabaya

' Kepala Dinas Pendapaian

Kepala KP-PBB Surabaya Satu

Kepala KFP-PBB Surabaya Dua

Kepala KP-PBB Surabaya Tiga

Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota
Surabaya

| . a - - . .
| Kepaia Sub. Dinas Penagihan dan Keberatan

! pada Dinas Pendapatan

| Kepala Seksi Penetapan pada KP - FPBB
Surabaya Satu
Kepala Seksi Penetapan pada KP - PBB
Surabaya Dua
Kepala Seksi Penctapan pada KP - PBE

Surabaya Tiga

Kepaia Sub. Bagian Keuangan pada Dinas
Pendapatan
Benadanarawan Rutin Dinas Pendapatan

. Wilayah Surabaya Pusat : ,
I a Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kotag
Surabaya Pusat !

b. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kota Surabaya 5

|
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Kepaia Bagian Tata Usaha pada Dinas
Penaanatan

. Kepala Sub. Bagian Umum pada KP-PEB

Surabaya Satu.

Para Camat di wilayah kerja Cabang Dinas
Pendapatah Kota Surabaya Pusat

Kepala Seksi Penagihan pada KP - PBB
Surabaya Satu.

Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian
pada KP-PBEB Surabaya Satu.

Kepala Sub. Bagian Penyusunan Produk
Hukum pada Bagian Hukum Sekretfariat
Daerah Kota Surabava.

Koardinator Penagihan pada Cabang
Dinas Pendapatan Kota Surabaya Pusat.
Staf Seksi Penagihan pada Dinas
Pendapatan

Staf Cabang Dinas Pendapatan Kota
Surabaya Pusat. {Korcam)

Wilayah Surabaya Barat :

a.

o

o

2

Kepaia Cabang Dinas Pendapatan Koia
Surabaya Barat.

Kepala Sub Dinas Penetapan pada Dinas
Pendapatan.

Para Camat di wilayah kerja Cabang
Dinas Fendapatan Kota Surabaya Barat.
Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan
pada KP-PBB Surabaya Satu.

Kepala Seksi Penerimaan pada KP - PBB
Surabaya Satu

Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada
KP-PBB Surabaya Satu.

Kepala Seksi Pengelofaan Penerimaan
Sumber  Lain-lain ada  Dinas
Pendapatan.

Koordinator Penagihan pada Cabang
Dinas Pendapatan Kota Surabaya Barat.
Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota
Surabaya Barat { Korcam ).

Wilayah Surabaya Utara :

a.

b.

Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota
Surabaya Utara

Kepala Sub. Dinas Pembukuan dan
Pelanoran pnada Dinas Pendapatan Kota
Surabaya.

Para Camat di wilayah kerja Cabang
Uinas Pendapatan Kota Surabaya Utara
Kepala Seksi Penerimaan pada KP - PBB

c:l!vf1L!E=3;E] {}ll‘\

Kepala Seksi Pusat Data informasi pada
KP-FBRB Surabaya Dua.
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a.

b.

C.

a,

b.

c.

Kepala Seksi Fendataan dan Penilaian
pada KP ~ PBB Surabaya Dua

Koordinator Penagihan pada Cabang
Dinas Pendapatan Kota Surabaya Utara
Staf Cabang Dinas Pendzpatan Kota
Surabaya Utara (Korcam)

V. Wilayah Surabaya Timur :

Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota
Surabaya Timur

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Surabaya,

Kepaia Sub Dinas Pendaftaran dan
Pandataan pada Dinas Pendapatan .
Kepaia Sub. Bagian Umum pada KP-PBB
Surabaya Dua

Para Camat di wilayan Kerja Cabang Dinas
Pendapatan Kota Surabaya Timur

Kepala OGeksi Keberatan pada Dinas
Pendapatan.

Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan
pada KP-PBB Surabaya Dua.

Kepala Seksi Penagihan pada KP - PBB
Surabaya Dua

Koordinator Penagihan pada Cabang
Dinas Pendapatan Kota Surabaya Timur.
Staf Cabang Dinas Pendapatan Kota
Surabaya Timur (Korcam)

. Wiiayah Surabaya Seiatan ;

Kepala Cabang Dinas Pendapatan Kota
Surabaya Selatan

Kepala Sub. Bagian Umum pada KP-PBB

Surabaya Tiga

Kepala Sub. Dinas Perencanaan dan
Evaluasi Dinas Pandapatan.

Para Camat di wilayah kefja Cabang Dinas
Pendapatan Kota Surabaya Selatan
Kepala Seksi Penagihan pada Dinas
Pendapatan .

Kepala Saksi Penagihan pada KP - PBB
Surabaya Tiga

Kepala Seksi Penerimaan pada KP - PBB
Surabaya Tiga

Kepala Seksi Pusat Data Informasi pada
KP-FBB Surabaya Tiga.

Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan
pada KP-PBB Surabaya Tiga.

Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian
pada KP-PER Surabaya Tiga.

Koordinator Penagihan pada Cabang
Dinas Pendapatan Kota Surabaya Selatan
Staf pada Cabang Dinas Pendapatan Kota
Surabaya Selatan { Korcam)




i, Perabantu Umum

a. 10 (sepuluh) Staf Seksi Penagihan pada

Dinas Pendapatan

b. 2 {dua) Staf Sub. Bagian Keuangan pada

Dinas Pendapatan

Y Kepa!a Bagian Hukum

I‘\U’

Salinan sesuai dengan asli
m;exretans Daerah Kota Surabaya

ANTO ANWAR
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BAMBANG DWI HARTONO




